BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 29 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012

BUPATI BOGOR,

bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan secara efektif,
efisien dan terpadu pada tahun 2012 serta melaksanakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 - 2013, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2012;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008-2013, dan adanya perubahan sasaran
pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor
Tahun 2012;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang .........
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-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.Peraturan .........
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor
PMK.95/PMK.07/2010  tentang Penyelarasan = Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014;

26.Peraturan .........
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 25 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 64);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
Nomor 24 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

35.Peraturan .........



Memperhatikan :

Menetapkan
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2012 Nomor 1);

36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana

1.

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2012
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 275).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2010;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010
tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BOGOR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Bogor Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 275), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sistematika RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2012 adalah:
BAB PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

BABIII RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV  PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BABV  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VI PENUTUP

(2) Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il .........
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

NURHAYANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 112



NOTA DINAS

Kepada :  Yth. Bupati Bogor

Dari : Sekretaris Daerah

Nomor : /Nota/VIII/Per-UU /2012

Tanggal : Agustus 2012

Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor
Tahun 2012.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2012.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati ini adalah :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan secara efektif, efisien dan
terpadu pada tahun 2012 serta melaksanakan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2012;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, dan adanya perubahan
sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2012;

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat
ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM,MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 195510261976032001




